
SALIN AN 

PERATURAN WALIKOTA MANADO 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

NOMOR 13 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 55 TAHUN 2014 
TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI SERTA PEMANFAATANNYA DI KOTA 

MAN ADO 

Menimbang: a. 

WALIKOTA MANADO, 

b. 

bahwa pengaturan garis sempadan sungai pada Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 
belum sepenuhnya memadai, maka dilakukan uji materil 
pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang 
kemudian memutuskan dengan menyatakan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak 
mengikat, maka konsekuensi peraturan perundang­ 
undangan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2011 tentang Sungai serta Peraturan Walikota 
Nomor 55 Tahun 2014 ten tang Garis Sempadan Sungai dan 
Pemanfaatannya secara otomatis tidak mengikat pula dan 
harus dicabut, kemudian Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia memberlakukan kembali Pasal 3 Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dengan 
peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 
bahwa agar tidak terjadi kevakuman hukum pada 
pelaksanaan pembangunan dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat khususnya di Kota Manado, maka 
dalam hal persyaratan pelaksanaan pembangunan yang 
letak dan posisi bangunan berada di sepanjang tepi sungai 
sambil menunggu Peraturan Walikota yang baru tentang 
Pengaturan Garis Sempadan Sungai dan Pemanfaatannya, 
maka instansi teknis yang menerbitkan perizinan dan 
berkaitan dengan persyaratan mendirikan bangunan dapat 
mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 28/PRT/2015 
tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis 
Sempadan Danau serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 1991 tentang Sungai; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Manado tentang Pencabutan Peraturan Walikota 
Manado Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Garis Sempadan 
Sungai Serta Pemanfaatannya Di Kota Manado; 

c. 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang; 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 ten tang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang 
Sungai; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 28/PRT /M/2015 tentang Penetapan Garis 
Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan 
Bangunan Gedung; 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 

14. Peraturan Daerah Manado Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu; 

15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Bangunan Gedung; 

16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 
2014-2034; 

17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

18. Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2017 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Manado Tipe B. 

19. Peraturan Walikota Manado Nomor 45 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 



 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 55 TAHUN 2014 
TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI SERTA 
PEMANFAATANNY A DI KOTA MANADO. 

Pasal 1 

Peraturan Walikota Manado Nomor 55 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan 
Sungai Serta Pemanfaatannya di Kota Manado (Berita Daerah Kota Manado 
Tahun 2014 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ditetapkan di Manado 
pada tanggal 3 Januari 2019 

WALIKOTA MANADO, 

ttd 

G.S VICKY LUMENTUT 

Diundangkan di Manado 
pada tanggal 3 Januari 2019 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO, 

ttd 

MICLER C.S LAKAT 
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2019 NOMOR 13 

YANTI PUTRI, SH.,MB 
PEMBINA, IV/ a 

NIP. 19730422 199303 2 004 


